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Dalam Komputerisasi Pengolahan Data Gaji PNS di SLTP Negeri I Larangan Brebes dibatasi masalahnya seperti halnya data yang diolah mengenai pengalokasian golongan, gaji pokok, jabatan, pegawai , rincian potongan-potongan, rincian tunjangan dan pembayaran gaji yang akan diterima oleh pegawai. Sistem yang dibuat mengenai Pengolahan Data Gaji PNS di SLTP Negeri I Larangan Brebes. Laporan yang dihasilkan meliputi laporan daftar golongan, laporan daftar gaji pokok, laporan daftar jabatan, laporan daftar pegawai per nip, laporan daftar pegawai keseluruhan, laporan tunjangan pegawai per nip, laporan tunjangan pegawai keseluruhan, laporan potongan pegawai per nip, laporan potongan pegawai keseluruhan, laporan laporan slip gaji dan rekapitulasi pembayaran gaji. 

Sistematika Karya Tulis
Adapun sistemaika karya tulis yang disusun ini adalah sebagai berikut :
Bab I	Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.
Bab II	Sistem Pengolahan Data
Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang SLTP Negeri I Larangan Brebes, Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepegawaian dan Gaji Pegawai Negeri Sipil, operasi data, basis data, perancanagn masukkan, perancangan keluaran, rancangan dialog, Bahasa Delphi.
Bab III 	Perancangan Sistem
Pada bab ini diuraikan mengenai perancangan sistem, perangkat pendukung, perancangan basis data, diagram alir sistem, penjelasan sistem, relasi antar tabel, rancangan masukan, dan rancangan laporan.
Bab IV 	Pelaksanaan Sistem
Pada bab ini alasan pemilihan perangkat lunak, spesifikasi program dan procedure pelaksaan program serta petunjuk operasional menjalankan program.
Bab V	Penutup
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.


Gambaran Umum SLTP Negeri I Larangan Brebes
SLTP Negeri I Larangan Brebes bediri tanggal 10 Juli 1980, yang diatur dibawah Badan Hukum : Akta Notaris Agus Sampurna, S.H., Brebes 2003 dan didirikan oleh Drs. Antonio Agus Subagyo dan diresmikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes. SLTP Negeri I Larangan Brebes  terdiri dari 18 kelas, ruang guru, ruang tata usaha, klinik, perpustakaan, ruang BP, kantin, dapur, dll. Guru yang mengajar di SLTP Negeri I Larangan Brebes ada 25 dan jumlah karyawan ada 10.

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak. Sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji Pegawai Negeri Sipil terdiri dari gaji pokok ditambah dengan komponen-komponen tunjangan yang terkait dikurangi dengan kewajiban iuran/potongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a.	Gaji dan komponen tunjangan terdiri dari :
o	Gaji Pokok
Besarnya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil diatur dalam daftar skala gaji yang terinci menurut golongan dan ruang serta masa kerja golongan, dan khusus kepada Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji pokok yang besarnya 80% dari gaji pokok pada daftar skala gaji tersebut.
o	Tunjangan Keluarga
Disamping gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang telah berkeluarga berhak memperoleh tunjangan keluarga disamping gaji pokoknya, yaitu :
a.	Tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok.
b.	Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dengan pembatasan untuk 2 (dua) orang anak sesuai dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 53.
o	Tunjangan Jabatan
a.	Tunjangan Jabatan Struktural
Tunjangan jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Sesuai dengan Keppres Nomor 62 Tahun 1993.	
b.	Tunjangan Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam suatu organisasi Departemen atau lembaga. Besarnya tunjangan fungsional adalah sebagai berikut :
Kepala Sekolah		: Rp 425.000,00   
Wakil Kepala Sekolah	: Rp 350.000,00
Guru			:  Rp 206.250,00
c.	Tunjangan Pangan
Berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 52 setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh tunjangan beras dengan kwantum sebesar 10 kg perjiwa  untuk setiap bulannya dalam bentuk in natura dengan ketentuan :
	Tunjangan beras tidak dibayar secara rangkap apabila Pegawai Negeri Sipil dimaksud menikah dengan Pegawai Negeri Sipil atau kedua-duanya sebagai Pegawai Nnegeri Sipil.
	Tunjangan beras untuk anak Pegawai Negeri Sipil dibatasi hingga sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.
	Berdasarkan harga beras adalah RP 2.524,00 per kilogram.
b.	Iuran / potongan yang melekat pada gaji antara lain 
o	Iuran Wajib Pegawi (IWP) 10%
Berdasarkan Keppres Nomor 8 Tahun 1997, kepada Pegawai negeri Sipil dipungut iuran sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya dengan rincian:
	    4,75% untuk dana pensiun.
	    2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan.
	    3,25% unruk tabungan hari tua.
Iuran Wajib Pegawai dihitung menggunakan rumus gaji pokok + tunjangan istri/suami + tunjangan anak * 10%.
o	Tabungan Perumahan (TAPERUM)
Tabungan perumahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai negeri Sipil dalam sector perumahan dengan cara menghimpun dana melalui potongan atau tabungan wajib Pegawai Negeri Sipil langsung dari daftar gaji. Pengaturan pemungutan atau pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil untuk iuran tabungan perumahan diatur dengan SE-DJA No.SE-9/56/0193 tanggal 16 Juni 1993, yaitu sebagai berikut :
	    Golongan   I  	Rp     3.000,00
	    Golongan   II	Rp     5.000,00
	    Golongan   III	Rp     7.000,00
	    Golongan   IV	Rp   10.000,00
o	PPh Pasal 21
Sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, antara lain disebutkan bahwa setiap Pegawai negeri Sipil yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTPK) dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 5% dan ditanggung oleh pemerintah.
Pph Ps 21 dihitung menggunakan rumus gaji pokok + tunjangan istri/suami + tunjangan anak * 5 %.

